
 

 
 

 
 
 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG 
NOMOR  3  TAHUN 2012 

 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL  

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG 
PADA PT. BANK BENGKULU 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  KEPAHIANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian 
masyarakat, perlu adanya penyertaan modal Pemerintah 
Daerah Kabupaten Kepahiang pada PT. Bank Bengkulu; 

 
  b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang. 
 

Mengingat : 1. 
 

 
2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 

Undang–Undang Nomor  9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor  19 tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 2828); 

 

  3. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

 
  4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  sebagaimana 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang  Perubahan  Kedua  atas 

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

   SALINAN   
SALINAN 



  5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

  6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 

Berlakunya Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan 

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi  Bengkulu 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2854); 
 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 04 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Kepahiang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang 

Tahun 2008 Nomor 04); 
 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 

2007 Nomor 18); 
 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 07 

Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada 

Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang 

Tahun 2009 Nomor 07; 



Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KEPAHIANG 
 

dan 

 
BUPATI  KEPAHIANG 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PADA PT. 
BANK BENGKULU. 

   BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kepahiang; 

c. Bupati adalah Bupati Kepahiang; 

d. PT. Bank Bengkulu adalah PT. Bank Pembangunan 

Daerah Bengkulu; 

e. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik 

yang berwujud uang maupun barang yang dapat 

dinilai dengan uang; 

f. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah 

pengalihan kepemilikan uang atau barang yang semula 

merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 

diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada 

Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya 

yang dimiliki daerah. 

 
BAB II 

TUJUAN 
 

Pasal 2 

 
(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Bengkulu bertujuan untuk turut serta 

mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian daerah. 

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada 



ayat (1), Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 

PT. Bank Bengkulu dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip ekonomi perusahaan. 

 
 

BAB III 

JENIS MODAL 
 

Pasal 3 
 

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank 

Bengkulu dinyatakan dalam bentuk uang yang 

besarnya ditetapkan sebagai berikut: 

 
- Tahun 2005 sebesar 

- Tahun 2006 sebesar 

- Tahun 2007 sebesar 

- Tahun 2008 sebesar 

- Tahun 2009 sebesar 

- Tahun 2010 sebesar 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp. 

: Rp 

   100.000.000 

3.030.000.000 

3.760.000.000 

 Nihil 

3.100.000.000 

      Nihil 

TOTAL : Rp. 9.990.000.000 

 

(2) Besarnya penyertaan modal sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dapat dilaksanakan setiap tahun yang 

besarannya ditetapkan lebih lanjut dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang 

tahun bersangkutan. 

 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 4 
 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala 

ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak 

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

 
 

BAB V 

PENUTUP 
 

Pasal 5 
 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah 

ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur 



lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Kepahiang. 

 
Pasal 6 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepahiang. 

 
Ditetapkan di  Kepahiang 
Pada tanggal 13 Februari 2012 

 
BUPATI KEPAHIANG, 

 

ttd 
 

H. BANDO AMIN C. KADER 
 
Diundangkan di Kepahiang 

Pada tanggal 12 April 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEPAHIANG, 

 

ttd 
 

H. HAZAIRIN A. KADIR 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2012 NOMOR 03 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 
 

H E N D R I, SH 
Pembina IV/a 

NIP. 196603301994021001 

 
 

 


